
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR ' i 2 * 4 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PAUD 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KATINGAN,

a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan 
untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap, 
pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia 
dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan 
pelaksanaan untuk membantu anak didik 
mengembangkan berbagai potensi baik fisik dan psikis 
yang meliputi nilai agama dan moral, fisik-motorik, 
kognitif, bahasa, sosial dan emosional, serta seni;

b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan 
dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh 
secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia 
dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga 
perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun 
sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Katingan tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan 
Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra 
Sekolah Dasar;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten, Pulaug Pisau, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5946);
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang -  Undangan (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -  Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -  Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indoneia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1668);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 146 
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak 
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1679);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1571-
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1687);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1035)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Nomor 75).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELAKSANAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USLA DINI 
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai 
unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang 

menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah 

penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa 
pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak 
memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.

8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi 
Taman Kanak-Kanak (TK)/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), 
Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD 
Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1



-  4 -

9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu 

bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal 
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) 
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan 
kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 
(enam) tahun.

14. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia 
dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layananan pendidikan 
bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang 
berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar 
kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur 
pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan 
kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk 
jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak 
memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau 
sebab lain.

16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu 
bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan 
secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang 
telah ada dimasyarakat, seperti POS PAUD (terintegrasi dengan Posyandu 
dan Bina Keluarga Balita), Taman Pendidikan AlQur’an, Taman Pendidikan 
Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.

17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan tertentu.

18. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat 
IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk 
suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman 
Kanak-Kanak.

19. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang 
selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen yang 
menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

20. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK 
adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional 
pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang 
pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan 
manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.

21. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan 
kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia 
Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur 
pendidikan nonformal dan informal.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun 
Pra Sekolah Dasar Kabupaten Katingan adalah SPM Pendidikan Anak Usia

BAB II
JENIS PENERIMAAN PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu 
Jenis Pelayanan Dasar 

Pasal 2

Dini.
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Bagian Kedua 
Penerima Pelayanan Dasar 

Pasal 3

Penerimaan Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini 
merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 
(enam) tahun

Mutu Pelayanan Dasar untuk Pendidikan Anak Usia Dini mencakup :
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. tata cara pemenuhan standar

(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/ jasa sebagaimana dimaksud 
pasal 4 meliputi:
a. Standar satuan pendidikan; dan
b. Standar biaya pribadi Peserta Didik.

(2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a 
terdiri atas :
a. Standar kompetensi kelulusan;
b. Standar isi;
c. Standar proses;
d. Standar sarana dan prasarana;
e. Standar pengelolaan;
f. Standar pembiayaan; dan
g. Standar penilaian.

(3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :
a. Perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
b. Pembiayaan pendidikan

(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi:
a. Buku gambar; dan
b. Alat mewarnai.

(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per 

semester; dan
b. 1 (satu)set alat mewarnai paling sedikit 12 (duabelas) wama dalam 

kondisi baru per Peserta Didik.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar 

Pasal 4

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/ Jasa

Paragraf 1 
Umum 
Pasal 5

Paragraf 2
Perlengkapan Dasar Pserta Didik 

Pendidikan Anak Usia Dini 
Pasal 6
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Paragraf 3
Pembiayaan Pendidikan 

Pasal 7

Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan 
besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari 
komite sekolah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas 

Barging dan/atau Jasa 
Pasal 8

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(2) mencakup satuan pendidikgin anak usia dini sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemenuhan perlengkapan dasgir Peserta Didik pada pendidikan gmak usia 
dini sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) diberikan pada setiap awal 
tahun.

(2) Perhitungan pemenuhgm perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang 
berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tgihun dilaksanakgm dengan cara 
sebagai berikut:
a. Jumlah Peserta Didik yang berasal dari kelugirga miskin atau tidak 

mampu di kali 12 (dua belas) buah buku gambgir dikali biaya satuan 
buku gambar; dan

b. Jumlgih Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidgik mgimpu dikali 2 
(dua) set alat mewgirnai dikali biaya satuan alat mewgimai.

(3) Biaya satuan buku ggimbar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana 
pada ayat (2) sesuai dengan standar masing-masing daerah.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai denggm 
kewenangannya dapat berupa :
a. menyediakan perlengkapgm dasar; dan/atau
b. memberikan ugmg tunai untuk pemenuhan perlengkapgm dasgir Peserta 

Didik ygmg berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
(2) Pemenuhan Pelayanana Dasar sebagaimgma dimaksud pada ayat (1) 

dilgiksanakan sesuai dengan ketentugm peraturan perundang-undgmgan.

Pasgil 11

(1) Pemenuhan pembiayaan pendidikgin dilaksanakan sesuai jadwal yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan.

(2) Pelaksanagm pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada 
satuan pendidikgin yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, 
dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan 
pendidikan.

(3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik ygmg 
berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakgm dengan cara 
pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan 
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. j



-  7 -

(4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh 
satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta 
Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua 
belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini 
Pasal 12

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b pada pendidikan anak usia dini 
terdiri atas :
a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
guru pendidikan anak usia dini.

(3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.

(4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b sebagai 
berikut:
a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Saijana (SI) 

bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; 
dan

b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
(5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau 
Saijana (SI).

(6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud ayat (5), kepala satuan 
pendidikan anak usia dini juga harus memiliki :
a. sertifikat pendidik; dan
b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 

untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidik dan 
pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari 
lembaga pemerintah yang berwenang.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENUNTASAN 

PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR 
Pasal 13

( 1 )

(2 )

(3)

(4)

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan program 
Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk 
mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk 
melanjutkan pendidikannya.
Untuk melaksanakan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah 
Dasar Pemerintah Daerah perlu menetapkan Tim Koordinasi/Kelompok 
Kerja di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat
Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun 

yang belum memasuki PAUD;
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b. Melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Masyarakat; dan

c. Melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi 
pelaksanaan Penuntasan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah 
Dasar.

(5) Unsur Pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang masuk dalam Tim Koordinasi /Kelompok Kerja dengan Keputusan 
Bupati Katingan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Program Penuntasan SPM PAUD 1 (satu)

Tahun Pra Sekolah Dasar 
Pasal 14

Penyelenggaraan Program Penuntasan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah 
Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi 
Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai 
kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Kedua 
Strategi Penyelenggaraan 

Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan 
Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan 
SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

(2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 
sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1:15.

(3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

(4) Program Penuntasan SPM PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

Bagian Ketiga 
Tempat Penyelenggaraan 

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Program Penuntasan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra 
Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, dan jalur 
pendidikan nonformal.

(2) Penyelenggaraan Program Penuntasan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra 
Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan 
Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dan Ruadatul Athfal.

(3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah 
Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman 
Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.
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BABY
PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) Tahun 
Pra Sekolah Dasar melalui Dinas Pendidikan dengan memberikan 
pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan 
memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun 
Pra Sekolah Dasar.

(2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yaitu mengembangkan sikap prilaku, sosial emosi, nilai-nilai 
moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, 
fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

(1) Pendanaan penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar 
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Bantuan Pemerintah Pusat;
d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang- 

undangan.
(2) Besamya Pendanaan penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra 

Sekolah Dasar dan honorarium Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, dan huruf b dialokasikan secara proposional dengan tetap 
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.

(1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan 
penyelenggaraan program penuntasan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra 
Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formed dileiksanakan 
oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan 
oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Keija 
berdasarkan asas tranparansi dein akuntabilitas mencakup administratif 
dan teknis edukatif.

(3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan SPM 
PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekoleih Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua 
Pendanaan 

Pased 18

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

Pased 19
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Bagian Kedua 
Evaluasi 
Pasal 20

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkewajiban untuk melakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar 
sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program 
SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim 
Koordinasi Penuntasan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai 
dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan 
masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII 
PELAPORAN 

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib 
menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan dan 
SPM PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri melalui gubernur 
sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri;

(2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Penddikan dan SPM PAUD 1 (satu) 
tahun pra sekolah dasar termasuk dalam materi muatan laporan 
penyelenggara Pemerintah Daerah dan disampaikan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetankan di Kasongan

Diundangkan di Kasongan ,
pada tanggal ^  VtiS O^CT


